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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

1.

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf c

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan dan memutakhirkan
Daftar Informasi Publik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali tentang Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Bali Tahun 2025.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali ini

KEDUA : Daftar Informasi Publik Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU
terdiri atas:
a. Informasi mengenai Kelembagaan
b. Informasi mengenai Pemilu 2024
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c. Informasi mengenai Pilkada 2024

KETIGA . Daftar Informasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA terdiri atas:
a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala; dan
b. Informasi yang Wajib Disediakan Tersedia Setiap Saat

KEEMPAT : Daftar Informasi Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA adalah Informasi yang Wajib Diumumkan secara
Serta Merta;

KELIMA . Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,

| Putu Agus Tirta Suguna

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;

2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali
3. Yang bersangkutan

4. Arsip
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR 11/HK.01.01/K.BA/09/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

PENGAWAS

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BAWASLU PROVINSI BALI

TAHUN 2025
No Ringkasan Isi Informasi Unit yang menguasai/ Penanggung jawab Waktu Bentuk Informasi Jangka Waktu
menyimpan Informasi pembuatan/penerbitan pembuatan yang tersedia Penyimpanan
informasi informasi | Hardcopy | Softcopy
A. INFORMASI KELEMBAGAAN
l. INFORMASI BERKALA
1. Informasi yang berkaitan dengan Profil Bawaslu
a | Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Bali Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2023 v Sesua (.jengan
retensi arsip
. - e Bagian Administrasi . - . Sesuai dengan
b | Struktur Organisasi Komisioner Bawaslu Provinsi Bali Bagian Administrasi 2023 v o
retensi arsip
c PI’OfI! Sllngkellt Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2023 v v Sesuai Qengan
Provinsi Bali retensi arsip
2. Informasi Mengenai Keuangan
a | DIPA 2024 Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2024 v v Sesuai Fiengan
retensi arsip
b | RKA Bawaslu Bali Tahun 2024 Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2024 v v Sesuai dengan
retensi arsip
. Bagian Administrasi . - . Sesuai dengan
¢ | Laporan Keuangan Bawaslu Bali Tahun 2023 Bagian Administrasi 2024 v v .
retensi arsip
. Bagian Administrasi . - . Sesuai dengan
d | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 Bagian Administrasi 2024 v v o
retensi arsip
e | DIPA 2025 Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2025 v v Sesuai Fiengan
retensi arsip
3. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian

https://jdih.bawaslu.go.id/
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No Ringkasan Isi Informasi Unit yang menguasai/ Penanggung jawab Waktu Bentuk Informasi Jangka Waktu
menyimpan Informasi pembuatan/penerbitan pembuatan yang tersedia Penyimpanan
informasi informasi | Hardcopy | Softcopy
a | LHKPN Bawaslu Bali 2024 (Komisioner) Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2024 v v Sesuai dengan
retensi arsip
b | LHKASN Bawaslu Bali 2024 (Kasek, Kabag) Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2024 v v Sesuai dengan
retensi arsip
¢ | Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023 Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2024 v v Sesuai (l:lengan
retensi arsip
d | Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024 Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2025 v v Sesuai Fjengan
retensi arsip
e | Data PNS & CPNS Bawaslu Bali Tahun 2024 Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2024 v v Sesuai dengan
retensi arsip
f | Data PPNPNS Bawaslu Bali Tahun 2024 Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2024 v v Sesuai dengan
retensi arsip
g | SK PPNPNS Bawaslu Bali Tahun 2024 Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2024 v v Sesuai dengan
retensi arsip
h | Data ASN Bawaslu Bali Tahun 2025 Bagian Administrasi Bagian Administrasi 2025 v v Sesuai dengan
retensi arsip
IV. Informasi Mengenai Pencegahan, Parmas, Humas
1 | Grafik Pemberitaan Website Bawaslu Bali Tahun 2024 | £29ian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan |, v Sesuai dengan
Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
5 Ringkasan Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Bali Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
3 Ringkasan Laporan Akhir Pencegahan Parmas dan Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Humas Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
4 Penghargaan Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas | Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
V. Informasi Mengenai Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
1. | Ringkasan Laporan Akhir Divisi Hukum Bagian P3SPH Bagian P3SPH 2024 v v Sesuai Fiengan
retensi arsip
9 Ringkasan Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Bagian P3SPH Bagian P3SPH 2024 v v Sesuai (.jeng.an
Sengketa retensi arsip
VI. Informasi Mengenai Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin
1 Penghargaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik | Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Tahun 2023 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
2 Penghargaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik | Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
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No Ringkasan Isi Informasi Unit yang menguasai/ Penanggung jawab Waktu Bentuk Informasi Jangka Waktu
menyimpan Informasi pembuatan/penerbitan pembuatan yang tersedia Penyimpanan
informasi informasi | Hardcopy | Softcopy
3 Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Bali Tahun | Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
4 Ringkasan Laporan Akhir Divisi Penanganan Bagian P3SPH Bagian P3SPH 2024 v v Sesuai Fjengan
Pelanggaran retensi arsip
VII. Informasi Mengenai Divisi SDM, Organisasi dan Diklat
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT
1 | SK Daftar Informasi Publik Bawaslu Bali 2025 Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan |, v v Sesuai dengan
Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
2 | SKTIM KIP Bawaslu Bali 2025 Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2025 v v Sesuai Qengan
Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
B. INFORMASI PEMILU 2024
I INFORMASI SERTA MERTA
1 Ringkasan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2023 v v Sesuai dengan
Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
2 Ringkasan Rekrutmen Pengawas Adhoc Pemilu Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2023 v v Sesuai dengan
Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
3 | Ringkasan Pengawasan Tahapan Daerah Pemilihan
Ringkasan Pengawasan Tahapan Penetapan Daftar . . v v .
4 | Calon Tetap (DCT) DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Bzgf:npgzgh‘;::?;s;” ngfl:‘npgzgl\j::s;’;;;” 2023 Sf;‘;i;?z:‘ia”
Kabupaten/Kota Pemilu 2024 9 y 9 y P
5 Ringkasan Pengawasan Tahapan Logistik Pemilu Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2023 v v Sesuai dengan
Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
6 Ringkasan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2023 v v Sesuai dengan
Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
7 Ringkasan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Pemilu Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
8 Ringkasan Pengawasan Tahapan Masa Tenang Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Pemilu Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
9 Ringkasan Pengawasan Tahapan Masa Pemungutan Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v Sesuai dengan
dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat v retensi arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bawaslu Provinsi Bali




No Ringkasan Isi Informasi Unit yang menguasai/ Penanggung jawab Waktu Bentuk Informasi Jangka Waktu
menyimpan Informasi pembuatan/penerbitan pembuatan yang tersedia Penyimpanan
informasi informasi | Hardcopy | Softcopy
Ringkasan Pengawa.san T.ahapan Masa Reka.pltuIaS| Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan Sesuai dengan
10 | dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Y v .
2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
11 | Ringkasan Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Bagian P3SPH Bagian P3SPH 2024 Y v Sesuai (.:Ieng.an
retensi arsip
12 Rlng.kasan Data Penyelesaian Sengketa Proses Bagian P3SPH Bagian P3SPH 2024 v v Sesuai <.:|eng.an
Pemilu Tahun 2024 retensi arsip
INFORMASI PILKADA 2024
INFORMASI SERTA MERTA
1 Ringkasan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2023 v v Sesuai dengan
Daftar Pemilih Pilkada Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
2 Ringkasan Rekrutmen Pengawas Adhoc Pilkada Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
3 Ringkasan Pengawasan Tahapan Penetapan Paslon Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
4 Ringkasan Pengawasan Tahapan Logistik Pilkada Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
5 Ringkasan Pengawasan Tahapan Kampanye Pilkada Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
6 Ringkasan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Pilkada Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
7 Ringkasan Pengawasan Tahapan Masa Tenang Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
Pilkada Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
8 Ringkasan Pengawasan Tahapan Masa Pemungutan Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan 2024 v v Sesuai dengan
dan Perhitungan Suara Pilkada Tahun 2024 Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat retensi arsip
Ringkasan Pengawgsan T?hapan Masa ngapltula3| Bagian Pengawasan dan | Bagian Pengawasan dan v v Sesuai dengan
9 | dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pilkada Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat 2024 retensi arsi
Tahun 2024 9 Y 8 4 P
10 | Ringkasan Data Pelanggaran Pilkada Tahun 2024 Bagian P3SPH Bagian P3SPH 2024 \ v Sesual Qengan
retensi arsip
Ringkasan Data Penyelesaian Sengketa Proses . . Sesuai dengan
11 Pilkada Tahun 2024 Bagian P3SPH Bagian P3SPH 2024 \ v retensi arsip
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